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PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Sebagai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,

dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Proses kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Harapan di
Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo proses yang dilakukan oleh
pemerintah sudah dilakukan dengan baik dari perencanaan hingga pada
penyeluran bantuan sosial PKH hal tersebut bertujuan agar dalam proses
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tepat sasaran
karena PKH merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk
menanggulangan kemiskinan yang ada, dengan adanya bantuan tersebut di
harapkan dapat menekan angka kemiskinan setiap tahunnya, tapi pada
kenyataannya kurangnya kesadaran masyarakat yang pada kenyataannya
sudah sejahtera namun masih menerima PKH Dan keterkagantungan pada
bantuan PKH sehingga peneliti menyimpulkan bahwa program Kebijakan
PKH prosesnya hanya akan berjalan ditempat saja tanpa ada kesadaran dari
masyarakatnya sehingga dibutuhkan peran pendamping dan pemerintah
desa untuk menyikapi masalah tersebut. Sehingga program PKH ini akan
berjalan efektif sesuai tujuan utama PKH.

Faktor penentu kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Dungingi Kota Gorontalo dilihat bahwa faktor tersebut berjalan sesauai

dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah
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sehingga faktor-faktor tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk
mensukseskan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dungingi Kota
Gorontalo. Dari segi pemanfaatanya belum dilakukan dengan baik oleh
masyarakat karena masih digunakan tidak sesuai pemanfaatn yang harus
dilakukan, selain itu ketepatan dalam pemberian bantuan masih terdapat
beberapa penerima bantaun PKH belum tepat dengan adanya yang keluarga
yang sudah sejahtera namun masih menerima bantaun PKH yang
dikhususkan untuk masyarakat yang sangat miskin
5.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian

ini yaitu:

1.

Pemerintah pelaksana ataupun penanggungjawab dari program keluarga
harapan (PKH) di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo kiranya lebih dalam
meperhatikan kekurangan dalam pelaksanaannya agar tujuan dari pemrintah
untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo
melalui kebijakan program keluarga harapan (PKH) dapat terwujud dan
berjalan sesaui dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

Proses pendataannya lebih diperhatikan lagi agar yang benar-benar miskin juga
didata dan proses pemuktahiran data juga lebih diperhatikan.

Faktor-faktor dalam mensukseskan kebijakan program keluarga harapan
(PKH) di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo kiranya dapat diperhatikan dan

diberi perhatian khusus oleh pemerintah daerah maupun masyarakat agar
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kebijakan program keluarga harapan (PKH) itu dapat terwujud sesuai dengan
harapan pemerintah, dan masyarakat dapat mengambil bagian terpenting dalam

mensukseskan kebijakan yang dikeluarga pemerintah
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